Menimbang :

Mengingat

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 4|2 /KEP/HK/2021
TENTANG

PETA PROSES BISNIS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018 - 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan

tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Nusa Tenggara Timur, diperlukan efektivitas, efesiensi dan
produktifitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja
sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai tambah
bagi pemangku kepentingan;

. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai

dengan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peta
Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang
efektif dan efisien antar unit dalam Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2018-2023;

. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);




Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:

MEMUTUSKAN :

Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023.

Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :

a. peta proses,

b. peta sub proses;

c. peta relasi; dan

d. peta lintas fungsi.

Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal _Jg-Nocem £ 2021
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1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupangf




LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 41z /KEP/HK/2021
TANGGAL : 25 Novemboer 2021

PETA PROSES BISNIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018 - 2023

I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018-2023.

A. Visi:
“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia”.
B. Misi:
1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan
pariwisata nasional (ring of beauty);
3. Meningkatkan ketersediaan dan  kualitas infrastruktur untuk mempercepat
pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
S. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik.
C. Tujuan:
1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah;
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial;
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta
pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan,;
4. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (prime mover);
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang  berkualitas dalam
pengembangan ekonomi masyarakat;
6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada
semua penduduk;
7. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif,

berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.
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D. Sasaran :

9.

1
1
1
1

yang merata bagi semua penduduk;

dan sanitasi layak bagi penduduk miskin;

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
Meningkatnya ketangguhan bencana daerah;

Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan;

Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah;

Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah;

Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja

Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum

Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A

pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness)

dengan pola pendekatan kawasan;

Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur;

0. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan;

1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan;

2. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita;

3. Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.
II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Visi “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM
BINGKAI
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.
NO | MISI TUJUAN SASARAN
1 Mewujudkan 1. Mewujudkan Masyarakat| 1. Tumbuhnya Ekonomi Daerah
masyarakat Nusa Tenggara Timur yang secara Stabil dan
sejahtera, mandiri makmur dan Berkelanjutan
dan adil sejahtera 2. Berkurangnya Kemiskinan
3. Terciptanya Lapangan Kerja
dan Meningkatnya
Produktivitas Angkatan Kerja
2. Mewujudkan Nusa| 1. Meningkatnya Kontribusi PAD
Tenggara Timur yang terhadap Pendapatan daerah
mandiri

2. Menguatnya peranan NTT
dalam Perdagangan Regional
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Ekonomi Masyarakat

Menurunnya Ketergantungan

. Terwujudnya Ketahanan dan

Kedaulatan Pangan

3. Mewujudkan NTT yang
berkeadilan Sosial

antar Kelompok Masyarakat

Berkurangnya Ketimpangan

dan antar wilayah

Terjaminnya keadilan dan
Perlindungan terhadap
Perempuan dan Anak

Visi : “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

NO MISI

TUJUAN

SASARAN

2. Membangun NTT
sebagai salah satu
gerbang dan pusat
pengembangan
pariwisata nasional
(Ring of Beauty)

1. Mewujudkan pariwisata
sebagai penggerak utama
(prime mover) ekonomi
daerah

. [Pengembangan Pariwisata NTT]

melalui Pemenuhan unsur 5A

Pariwisata
(Attraction,  Accessibility,
IAccommodation, Amenities,

dan Awareness) dengan Pola
Pendekatan Kawasan

. Meningkatnya

Sumbangan
Pariwisata terhadap
Perekonomian Daerah

3. Meningkatkan
ketersediaan dan
kualitas
Infrastruktur untuk
mempercepat
pembangunan

1. Mempercepat

. [Terwujudnya

konektivitas

dasar

pembangunan antar wilayah di dalam
infrastruktur yang daerah dan keluar daerah
berkualitas dalam . [Tersedianya infrastruktur
pengembangan i Pengariran yang mendukung
pengembangan ekonomi peningkatan produksi
masyarakat Pertanian

2. Meningkatnya ketersediaan Meningkatnya akses
infrastruktur pelayanan masyarakat terhadap

perumahan layak, air minum
dan sanitasi layak

. |Tersedianya

Sumberdaya
kelistrikan yang memadai dan
murah untuk meningkatkan

dimensi keberlanjutan
(sustainability)
lingkungan hidup dalam

pembangunan

rasio  elektrifikasi Rumah
Tangga dan Mendukung
Kebutuhan
Ekonomi

3. Menjamin terpenuhinya Meningkatnya kualitas

lingkungan hidup Daerah
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2. |Menurunnya Emisi Gas
Rumah Kaca

3. [Terwujudnya Perumusan dan
pelaksanaan kebijakan bidang
penataan ruang

4. [Terwujudnya pemanfaatan
ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang di

Kawasan Perbatasan Negara

5. |Meningkatnya  ketangguhan
bencana daerah dan Adaptasi
terhadap Perubahan Iklim

4. | Meningkatkan 1. Mewujudkan kualitas SDM | 1. Mewujudkan kualitas SDM
Kualitas Sumber NTT yang tinggi dan NTT yang tinggi dan berdaya
Daya Manusia berdaya saing saing

2. Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat NTT

3. Meningkatnya kualitas pemuda
dan prestasi keolahragaan

Visi : “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

INO MISI TUJUAN SASARAN

5.  Mewujudkan Mewujudkan Birokrasi yang |Meningkatnya kualitas tatakelola
Reformasi Birokrasi |efektif, efisien, akuntabel dan [penyelenggaraan pemerintahan
Pemerintahan Untuk imemberikan pelayanan dan pelayanan publik yang efektif,
Meningkatkan publik yang baik akuntabel, transparan serta
Kualitas Pelayanan partisipatif
Publik

IIl. Telaahan peran serta dan keterlibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam menyukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah telaahan terhadap visi, misi
dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran
serta dan keterlibatan langsung Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa. Hal
tersebut ditunjukkan melalui pernyataan Misi keempat, yaitu “Meningkatkan
Kualitas Sumber Daya Manusia” dengan tujuan Mewujudkan kualitas SDM NTT yang
tinggi dan berdaya saing. Dalam rangka mensukseskan visi dan misi tersebut diatas
maka Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan menjadi

kekuatan kunci.
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Pembangunan desa dan kawasan perdesaan, melalui pemberdayaan
pemerintahan desa, pengembangan perekonomian desa, pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), serta pelestarian nilai-nilai adat,
sosial, budaya masyarakat perdesaan diselenggarakan dengan berdasarkan pada
perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta
pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada masyarakat pedesaan dan
keluarga miskin. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan, melalui pemberdayaan
pemerintahan desa, pengembangan perekonomian desa, pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), serta pelestarian nilai-nilai adat,
sosial, budaya masyarakat perdesaan di NTT diarahkan untuk meningkatkan ekonomi
masyarakat pedesaan. Berdasarkan hasil telaahan terhadap visi, misi dan program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tengara Timur mendukung misi
Pertama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu “Mewujudkan Masyarakat
Sejahtera, Mandiri dan Adil”.

IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT merupakan salah satu
unsur perangkat daerah Pemerintah Provinsi NTT yang dalam penyelenggaraan
pemerintahan berfungsi sebagai : pelayanan kepada masyarakat desa, dalam
pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Sebagai unsur pelaksana
urusan pemerintahan bidang pemerintahan desa kewenangan daerah, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dibantu oleh Sekretariat dan 4 (empat)
Bidang Dinas (Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (KPPM);
Bidang Bina Pemerintahan Desa (BPD); Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi
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Masyarakat (PUEM); Bidang Pengembangan Potensi Desa (PPD; serta 2 Balai Teknologi

Tepat Guna (TTG) dengan masing-masing Sub Bagian/Seksi sebagai berikut :

1.

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
a. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
b. Sub Bagian Keuangan;

C. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (PPKM)

membawahi 2 (dua) Seksi :

a. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat;

b. Seksi Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya;

Bidang Pengembangan Potensi Desa (PPD) membawahi 2 (dua) seksi:

a. Seksi Bina Sarana Prasarana Desa;

b. Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan SDA dan TTG;

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) membawahi 2 (dua)

seksi :

a. Seksi Bina Kelembagaan dan Pengembangan Modal Usaha Ekonomi
Masyarakat;

b. Seksi Bina Pemasaran dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;

Bidang Bina Pemerintahan Desa (BPD) membawahi 2 (dua) seksi :

a. Seksi Fasilitas Penataan dan Administrasi Desa;

b. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Evaluasi Perkembangan

Desa.
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Berikut adalah Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Nusa Tenggara Timur :

KEPALA DINAS

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

v

SEKRETARIS

PDE

SUBAG

| suBaG
*| KEUANGAN

SUBAG UMUM &

KEPEGAWAIAN
¢ & v r
BIDANG BIDANG
KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN BIDANG
PENGEMBANGAN USAHA EKONOM PENGEMBANGAN BIDANG BINA
PARTISIPASI MASYARAKAT POTENSI DESA PEMERINTAHAN
MASYARAKAT DESA
SEKSI PENGUATAN Ser BTRA SEKSI SEKSI
KELEMBAGAAN & KELEMBAGAAN & PENGEMBANGAN DAN FASILITASI
PENINGKATAN P:gg‘m&:" o PENDAYAGUNAAN PENATAAN
KAPASITAS PR, gocboiege OO SUMBER DAYA ALAM || | DAN
MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI ADMINISTRASI
TEPAT GUNA DESA
SEKSI BINA
SEKSI P::AB:?AYAAN PEMASARAN DAN
SOSIAL BUDAYA USAHA EKONOMI SEKSI
MASYARAKAT L SEKSI BINA PENGEMBANGAN
SARANA KAPASITAS
PRASARANA DESA ||  APARATUR
DESA DAN
EVALUASI
PERKEMBANGA
N DESA

Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT
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V. Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

A. PETA PROSES }

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Peta Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya.
Proses utama merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas
pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan
organisasi/ stakeholder/ masyarakat pengguna layanan. Proses pendukung
merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan
dengan fungsi manajerial organisasi. Proses lainnya merupakan tugas
tambahan dalam rangka pencapaian proses utama. Peta Proses digambarkan
dengan prinsip Supplier — Input — Proses — Output - Customer. Peta Proses pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur
digambarkan sebagai berikut :
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Penjelasan Proses :

1.

00 N

.

12
13.
14.
15.

16.

Penyediaan data kelembagaan masyarakat dan desa sebagai dasar
penentuan administrasi desa yang efektif dan efisien bagi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan pelayanannya
bagi masyarakat;

Peningkatan Sumber Daya Manusia pedesaan untuk meningkatkan jumlah,
jenis, kualitas dan pendistribusian sumber daya manusia yang optimal dan
berdampak pada kualitas pelayanan adminisrasi bagi masyarakat;
Peningkatan kualitas pelayanan untuk menjamin optimalisasi investasi
kependudukan dan produktivitas masyarakat sesuai ketentuan dan
prosedur yang berlaku demi mencapai kualitas pelayanan program-
program pemberdayaan masyarakat yang optimal;

Pencegahan dan Pengendalian Program Pemberdayaan Masyarakat untuk
menjamin ekonomi masyarakat secara keseluruhan berdasarkan ketentuan
dan prosedur yang berlaku dalam meningkatkan pelayanan program
pelayanan bagi masyarakat;

Data Kepegawaian sebagai bahan pengelolaan dan pengembangan SDM;
RPJMD menjadi dasar perencanaan strategis;

KUA menjadi dasar perencanaan anggaran,;

Pembinaan Manajemen Resiko sebagai dasar sistem pengawasan internal;
Sarana dan prasarana TI mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;

. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT melakukan Sosialisasi

dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas bagi Perangkat Daerah
Pengelolaan SPBE dalam pengawasan dan pengendalian Dinas Komunikasi
dan Informatika;

Pengawasan Internal dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah;
Pencapaian program sebagai bahan Evaluasi Bappelitbangda;

Pencapaian anggaran sebagai bahan Evaluasi Badan Keuangan Daerah;
Pengelolaan SDM sebagai dasar Penentuan Formasi Kebutuhan Pegawali,
Distribusi/Redistribusi Pegawai, Promosi, Pemberian Sanksi dan
Pengembangan SDM,;

Pembangunan Zona Integritas menjadi Bahan Evaluasi Tim Reformasi
Birokrasi Provinsi NTT terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Provinsi NTT.
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B. PETA SUB PROSES

Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu
organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan
proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung dan proses lainnya
yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus dijabarkan dalam Peta Sub
Proses dengan tetap memperhatikan prinsip Supplier — Input — Proses — Output —
Customer dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah
ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah
sebagai berikut:
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DPMD—Ol KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT
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st S ADAT DESA !
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Desa, Data DPMD -01.6 I
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1.Pelaksanaan
Program Kegiatan
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Pemerintah
Kabupaten/Kota
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PETA SUB PROSES
- DPMD-02. BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI DESA

DPMD-02.1

Masyarakat
Desa

L

Desa Model

|
|
P’:‘“ai‘ ':':':’T PENGEMBANGAN DAN | |
i INOVASI PERALATAN TTG :
| |
Dinas terkait |
(Bappelitbangda, Dinas |
ESDM, Disperindang, |
Dinas PUPR, Dinas
i DPMD -02.2 :
Kehutanan :i: » [ l
u....""""'p.;'.'.".:.."""""... PELATIHAN PEMASANGAN - JUMLAH ALAT
Bt ova SARANA ENERGI mSilenel
T ALTERNATIF BIOGAS DIHASILKAN
: SESUAI
I | KEBUTUHAN
Dinas PMD | 1
Kabupaten DPMD -02.3 - PENINGKATAN
i PENGKAJIAN KAPASITAS
] L PENGEMBANGAN PRODUK b DAN
Pemerintah UNGGULAN DAN KETRAMPILAN
dan el KEBUTUHAN PERALATAN MASYARAKAT
Pemerintahan TTG DALAM
Desa PENGOLAHAN
I HASIL
' DPMD -02.4 Ll | PERTANIAN
P
ﬁ";:' " - PELATIHAN |
. PENGELOLAAN PASCA |
| PANEN BAGI KELOMPOK |
LSM&NGO [— :
| |
Kemendes PDT DPMD -02.5 :
& BPPT [~ GELAR TTG & IPTEK |
Sl _| TINGKAT PROVINSIDAN | _ _ _ _ _| ]
Satker Program —I NASIONAL
P3MD (Tenaga Ahli
TTG & Tenaga
Profesional
Pedesaan (TPP)
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Kementerian :
ik Regulasi L
lr
Kemendagri |
|
Kementerian |
Pariwisata RI |
|
Kementerian :
Koperasi Rl
>
Kementerian :
terkait lainnya |
1.Lintas sektor |
program I
kegiatan |
SKPD Prov. Terkait
{Bappelitbangda, ]
v 1.Legal drafting |
Disperindag, DPUPR, 1 |
Dinas kerjasama antar
Kopnakertrans, BUMDesa |
Dinas Pertanian, |
Dinas Peternakan, |
Dinas Kehutanan, |
Dinas Kelautan
Perikanan, Dinas |
Pariwisata Ekonomi '
Kreatif) _l_,
|
|
: |
DPMD Kabupaten 1.Pembinaan I
BUMDesa
menjadi aktif
Camat
2.Pembangunan
Kepala Desa kerjasama antar
BUMDesa

DPMD -03.1

DUKUNGAN PEMBENTUKAN
PASAR DESA

DPMD -03.2

PENGEMBANGAN
KAPASITAS &
PEMBERDAYAAN USAHA

DPMD -03.3
ADVOKASI PEMBENTUKAN
BUMDES

DPMD -03.4

PENGUATAN BUMDES
PARIWISATA ESTATE

Data
BUMDesa
Prov. NTT

Kementerian
Desa PDTT

Kementarian
Pariwisata Ri

Kemendagri

Kementerian
Koperasi

Kementerian
terkait lainnya

4

Lesson Leam
keberhasilan
BUMDesa di NTT

Penerima manfaat
pembinaan dan
pengembangan
BUMDesa

Pemerintah
Kabupaten/Kota
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* PETA SUB PROSES

DPMD-04 BlDANG BINA PEMERlNTAHAN DESA

Kementerian : | T S S S L I ) sl Kementerian Desa
Desa PDTT Regulasi | : DPMD -04.1 : : i
= | dagri
Kemendagri : | LOMBA DESA | : i Kemendagri
| | | nomor
Kementerian | | | | registrasi Kementerian
terkait 1.Lintas sektor : : DPMD -04.2 : | desa > terkait lainnya
lainnya program | |
kegiatan | I |
| VERIFIKASI PEMEKARAN | — ‘
SKPD Provinsi terkait > : DESA Iy
1.Biro Hukum ] | |
2.Bappedalitbangda 2.Lega| dmftmg I : I :
ey DPMD -04.3
| I |
"1 || PENYERASIAN RANCANGAN || |
: | PERDA KABUPATEN I
| : TENTANG : |
| | PENYELENGGARAAN | :
1.Pengajuan : | PEMDES & BPD | |
perda/perbup | | I
DPMD Kabupaten :::i::m : : DPMD -04.4 : : e T
enerima
desa | | | | terlatih
Carnat I I PENGEMBANGAN | |
||| KAPASITAS APARATUR || |
Kepala Desa Z-Pe":iua" : : DESA : :
pemekaran
desa, ;;eralihan : : DPMD -04.5 : :
stat ! -
pen::a :::83" I I EVALUASI TINGKAT I | nMo:::?easa V74
desa : : PERKEMBANGAN DESA : | telah ditetapkan
| i
I ______________ = | register
|
3.Pengajuan desa B e e e e - Pemerintah
adat L—p | Kabupaten/Kota
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|
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DPMD-01.
Kelembagaan dan
Pengembangan
Partisipasi Masyarakat

DPMD-02.
Pemberdayaan Usaha
Ekonomi Masyarakat

DPMD-03.
Pengembangan
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DPMD-01.
Kelembagaan dan
Pengembangan
Partisipasi Masvarakat

DPMD-02.
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DPMD-01.
Kelembagaan dan
Pengembangan
Partisipasi Masvarakat
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Ekonomi Masyarakat
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Pengembangan
Potensi Desa

DPMD-04.
Bina Pemerintahan
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Kelembagaan dan : | Kelembagaan dan
Pengembangan | Pengembangan
Partisipasi Masyarakat 1 | ?ok"RI'WP, Partisipasi Masyarakat

| DPMD-09.1 | Mandin
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| |
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C. PETA RELASI

Peta Relasi (Relationship Map) adalah peta yang menggambarkan dan
menunjukkan unit organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang
terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta
relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan pihak-
pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output
yang ditentukan.

PROSES UTAMA

|  DPMD-OL Kelembagaan
dan Pengembangan
Partisipasi Masyarakat 3

Seluruh Bidang

DPMD-03. Pemberdayaan
Usaha Ekonomi
Masyarakat

Seluruh Bidang

l DPMD Kabupaten I

DPMD-02. Pengembangan
Potensi Desa

/ Seluruh Bidang

DPMD Kabupaten

DPMD Kabupaten

DPMD-04.
Bina Pemerintahan Desa

DPMD Kabupaten

DPMD Kabupaten

Seluruh
Bidang

PROSES PENDUKUNG
DPMD -07. DPMD -08. DPMD -09. DPMD -10.
Pengelolaan Data Perencanaan Pengawasan Pembangunan
dan Teknologi dan Keuangan Internal Zona Integritas

Informasi
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D. PETA LINTAS FUNGSI (CFM)

Peta lintas fungsi (Cross Functional Map) adalah peta yang menggambarkan
rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk
suatu proses kerja. Peta lintas fungsi (Cross Functional Map) pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah
sebagai berikut:

DPMD-01.1BBGRM

N

OPD lain Kementerian
TP - PKK P'r’;x‘i |P r..'ia TP - PKK tingkat Dalam Negeri
Dinas PMD Kabupaten/ Tenggara Provinsi Nusa | Provinsi Nusa Republik
Kabupaten Kota Thawsr Tenggara Tenggara Indonesia
Timur Timur
v 4
(" Nenokinka Y4 Menyiapkan a7 Berkoord‘nasij i Menyiapkan 1 (Mengkolaborasi Penyusun
kegiatan pokja dengan DPMD kegiatan pokja | dan Regulasi
Nama Isd. IVyg Kab. Tempat s.d. IV yg akan mengnlegneka
DesalKelgrahan akan penyenggaraan dilaksanakan n pelaksanaan
dan mepynapkan dilaksanakan kegiatan dan pada kegiatan yg
blofl;aso ‘:’:na L pada seluruh OPD pencanangan akan
;n(":;t::]as' pencanangan Tk. Provinsi BBGRM Tk. dilaksanakan
) BBGRM Tk. dalam rangka Provinsi pada
lintas sektoralTk. Provinsi menginventarisir encanangan
Kk gy /| FKegiatanygakan D S Tk P
g?agt:r\:sr:aa:: dilibatkan saat : ’
dilibatkan saat B;Z";:‘?ﬁ?::;v Menerima
pencanangan \__) Laporan dan
BBGRM Tk. melakukan
Provinsi Al A evaluasi
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DPMD-01.2 LOMBA POSYANDU

Dinas PMD Kabupaten, Dinas PMD Kementerian Dalam Negeri
Desa/ Kelurahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Republik Indonesia
Penyelenggaraan Penyusun Regulasi

Lomba TK Kabupaten verifikasi Vaktual di
untuk Strata Pumama ) Kabupaten
dan Mandiri
Penetapan Juara Klafiﬁ!(asi dan [
Lomba Tingkat i verifikasi data hasil
Kabupaten lomba tingkat
Kabupaten
v
Penetapan Juara Tk Terima hasil
Provinsi . penetapan Juara
tingkat Provinsi
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Kemetrian TP PKK e
Dalam Negeri Rl | Kabupaten/ Dinas PMD » PKKN:.;OV'"S' Dinas PMD TP PKK Pusat
Desa dan Kabupaten Prov NTT
Kelurahan
v
( LY e
Aaeivion Penetapkan efja!?aﬂ Persiapan dan Penyelgnggara
Penyusun ek Peserta Phymlie Penye}engga Kegiatan
Regulasi s Kader = ra Kegieten -» Kegiatan Jambore Kader
Posyandu Jambore TP Jambore TP PI'(K Tk
PKK Kader Nasional
b J Tingkat Posyandu
Provinsi Tingkat
l Y Provinsi NTT
Penyelenggara l l
Kegiatan Persiapan Persiapan
Jambore Kader Kader PKK Kader
Posyandu dan Tingkat Posyandu
Kader PKK Nasional Tingkat
Tingkat Nasional
Nasional
S I
A
Penyusunan
Laporan dan
melakukan evaluasi
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"D'PMD-01.4 PENGUATAN DAN PEMBINAAN KADER POSYANDU

Kementerian
Dalam Negeri Dinas PMD DINAS LSM Dinas PMD
Republik Kabupaten, KESEHATAN Provinsi Nusa
Indonesia Desa/ PROVINSI NTT Tenggara Timur
Kelurahan
| y |
Narasumber
Narasumber
: Persiapan Peserta Narasumber - Tingkat Provinsi
Penyusun Regulasi Tingkat Kabupaten Tingkat Provins Tingkat ok

Narasumber

Tingkat
Kabupaten

Provinsi

l

Persiapan dan
Penyelenggaraan/
Pelaksanaan
Kegiatan

)

Penyusunan
Laporan dan
Evaluasi
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 DPMD-01.5 IDENTIFIKAST MASYARAKAT HUKUM ADAT/LEMBAGA ADAT DESA

Kementerian
Dalam Negeri Dinas PMD Provinsi Dinas PMD Kecamatan Desa
Republik Indonesia Nusa Tenggara Kabupaten
Timur
Persiapan dan Pelaksanaan
Penyelenggara Penerbitan Fasilitasi Kegiatan
Penyusun Regulasi | —p Kegiatan e Regulasi —» | Pelaksanaan |—p (Menerbitkan
Pendukung Kegiatan Regulasi &
Identifikasi)
~
Persiapan Pelaksanaan
Instrumen Sosialisasi
Pendataan
J
v
l l v v
: Y
el 77 Penyusunan <] PendataenTk || PendataanTk || Pendataan Tk
dan Data Laporan dan Data Kabupaten Kecamatan Desa
Tk Provinsi
2
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* DPMD-01.6 PEMBINAAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)

Kemendes & Dinas PMD Dinas PMD Desa Kementerian
PDTT Provinsi Nusa Kabupaten Dalam Negeri
Tenggara Timur Republik
Indonesia
Penyusunan Pelaksanaan Pembentukan,
Regulasi . Fasilitasi dan Sosialisasi Pemberdayaan
i dan
Koordinasi
Pendayagunaan
2 e Mendukung
ersiapan aan
Pedoman Sosialisasi Piograi
Pelayanan
Sosial Dasar
Masyarakat
l Desa
Tenerima Penyusunan :
Laporan ] <+ Laporan Terima Laporan
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DPMD-02.1 PENGEMBANGAN DAN INOVASI PERALATAN TTG

PEMERINTAH PEMERINTAH PERGURUAN DPMD PROVINSI KEMENTERIAN

DESA KAB/KOTA TINGGI / BPPT DESA PDT
f Memberi w Produksi Regulasi terkait
masukan Peralatan TTG dengan TTG di
teknis desa
pembuatan
peralatan
TTG

S e

m Melaksanakan

koordinasi
masukan
3 dengan
terkait dengan |g
Kol K Pemkab
olompo
.p terkait dengan
penerima
kelompok

peralatn TTG .
\ / penerima
\ peralatan TTG )

kelompok [ Memverifikasi \

masyarakat Kelompok Penerima,
Penerima - mempersiapkan SK
Hibah Penerima Hibah
Peralatan TTG Peralatan TTG dan

\ / BA penyerahan

peralatan TTG

4 4
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DPMD-02.2 PELATIHAN PEMASANGAN SARANA ENERGI ALTERNATIF BIOGAS

KEMENTERIAN
DESA PDT PEMERINTAH PEMERINTAH PERGURUAN DPMD PROVINSI
DESA KAB/KOTA TINGGI / BPPT

Regulasi terkait ( Pandataan \ Pelaksanaan

dengan TTG di waton koordinasi
desa penerima dengan
Sarana Energi Pemkab terkait
Alternatif sasaran
Biogas penerima hibah
\ / Sarana Energi
Alternatif
/—ﬁ Biogas
Masyarakat \
penerima
manfaat l
Hibah
bantuan
peralatan Fasilitator (Veriﬁkasi calon\
serta teknis - Kegiatan penerima,
pemanfaatan mempersiapkan
dan perakitan
perawatan peralatan dan
peralatan melaksanakan
i L

T \ pelatihan /
'

Melakukan
instalasi dan
penyerahan hibah
melalui BA
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DPMD-02.3 PENGKAJIAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAN

KEBUTUHAN PERALATAN TTG

PEMERINTAH PERGURUAN
PEMERINTAH DESA KAB/KOTA TINGGI DPMD PROVINSI
Persiapan
instrumen
penyusunan
pengkajian
Memberikan \
Memberikan data data dan Pengumpulan
dan informasi tnformac d?ta-data baik
kepada Pemkab sebagai bahan PHINErMauRpUn
sekunder
masukan untuk
\ kajian /
( Memberikan \
masukan dan Penyempurnaan
perbaikan hasil kajian dan
terhadap hasil Pelaporan
kajian

)
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DPMD-02.4 PELATIHAN PENGELOLAAN PASCA PANEN BAGI KELOMPOK

MASYARAKAT

PEMERINTAH PERGURUAN
PEMERINTAH DESA KAB/KOTA TINGGI DPMD PROVINSI
[Koordinasi dengan\
Kab/Kota terkait
dengan kelompok
masyarakat sasaran
pelatihan
Verifikasi kelompok
Memberikan
masyarakat sasaran
masukan terhadap
dan melaksanakan
kelompok sasaran >

peserta pelatihan

RpiC

'k pelatihan

M

b ili Melaksanakan
penerima < Fasilitator ! .
manfaat Kegiatan kegiatan pelatihan

pelatihan
pasca panen
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DPMD-02.5 GELAR TTG & IPTEK TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL

PEMERINTAH |  PEMERINTAH T'::gg:";ﬂfw"b DPMD PROVINS| | KEMENTERIAN
DESA KAB/KOTA Di.L DESA PDT
/Koordinasi dengan\ ( Regulasi )
Pemkab tuan Pelaksanaan
rumah Gelar TTG Gelar TTG dan
dan IPTEK tingkat - IPTEK Tingkat
Provinsi Nasional
Persiapan / Persiapan \
pelaksanaan pelaksanaan
kegiatan Gelar kegiatan Gelar
TTG dan IPTEK TTG dan IPTEK
oleh panitia lokal oleh panitia
K provinsi /
Peserta Peserta dari 22 rPeserta dari
-»> Pelaksanaan
Kab/Kota PT, UKM,
Gelar TTG dan
BUMDES, :
IPTEK Tingkat
BUMN, il
Provinsi
BUMD DLL
v
P—— Persrap:ndc‘la'n GPe;lak;:ga:n
menghadiri elar an
Peserta dari 22 PT, UKM, .
Gelar TTGdan |(—» IPTEK Tingkat
Kl Yons 7| BUMDES, ™M orEK Tingk Nasional
BUMN, ' mgI at asiona
BUMD DLL Nasiona

N E
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DPMD-03.1 PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI

PEREMPUAN DESA

Desa / Dinas PMD Dinas PMD Dinas Dinas
Kelurahan Kabupaten Provinsi NTT Pemberdayaan KOPNAKERTRANS
Perempuan Dan & PERINDAG
Perlindungan Anak Provinsi NTT
Provinsi NTT

[ Penyusunan Kurikulum ]

Penetapan Jenis bantuan dan
kurikulum jenis usaha

Pendataan
Penetapan Calon Penetapan
Kelompok Pasarta
Perempuan Peserta
Desa
v
Penyelenggaraan Bantuan modal
Pelatihan < usaha
Evaluasi dan
Pelaporan Pasca
Pelatihan
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DPMD-03.2 PENGUATAN BUMDES PARIWISATA ESTATE

Desa / Dinas PMD Dinas PMD
Kelurahan Kabupaten Provinsi NTT

Dinas Pariwisata
Provinsi NTT

Dinas
KOPNAKERTRANS
& PERINDAG
Provinsi NTT

Penyusunan kurikulum

Persiapan

Penetapan Nama

Penetapan peserta
Data Calon Peserta =

Penetapan
kurikulum

Evaluasi dan
PelaporanPasca
Pelathan

Penyelenggaraan
Pelatihan <«

l

Jenis bantuan dan
jenis usaha

v

Bantuan modal -
usaha
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DPMD-03.3 ADVOKASI PEMBENTUKAN BUMDES

Desa / Dinas PMD Dinas PMD Dinas Sosial & P3A Dinas
Kelurahan Kabupaten Provinsi NTT Provinsi NTT KOPNAKERTRANS
& PERINDAG

Provinsi NTT

Penyusunan Kurikulum

Penetapan
kurikulum Jenis usaha

v

Persiapan —p | Penetapan Nama il Penetapan
Data Calon Peserta Bumdes Binaan
l v
~
Penyelenggaraan Bantuan modal
Pelatihan 4 usaha
v

v

Evaluasi dan
Pelaporan Pasca
Pelathan
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DPMD-03.4 DUKUNGAN PEMBENTUKAN PASAR DESA

input ke Data

bumi di pasar

Kabupaten

fasilitasi penderian

Desa / Kecamatan Dinas PMD Dinas PMD Provinsi Kementerian
Kelurahan Kabupaten NTT PDTT
Persiapan Pendataan Desa Persiapan Penyusunan Menerima

Data Pasar yg memasarkan Data Pasar kurikulum fasilitasi kurikulum dan
Desa untuk di produk hasil Desa Tk =P pendirian pasar success story
Desa

Profil Desa

Desa

Menyarankan
nama Desa yg
periu dirikan pasar
desa

v

Penetapan nama Penetapan nama
desa yg perlu desa yg akan
dlnkan pasar difasilitasi pendirian

pasar desa
\

.

pasar desa

1
Penyelenggaraan
fasilitasi pendirian

J

v

i )
fasilitasi pemasaran
hasil usaha
masyarakat

pasar Desa
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DPMD-04.1 VERIFIKASI PEMEKARAN DESA

pemekaran desa
atau peralihan status
desa jadi kelurahan

atau sebaliknya
N v

DPMD KABUPATEN,
DESA/KELURAHAN DPMD PROVINSI NTT KEMENDAGRI
f Pengajuan \ Verifikasi Verifikasi dokumen
k d d ifikasi lokasi
penggabungan / d°‘ -ume.n an. an verl.l si
verifikasi lokasi lanjutan

l l

Menerima paparan
tim provinsi dan

Laporan hasil
evaluasi tingkat

kabupaten
perkembangan
desa/kelurahan
Pemberian
nomor kode
desa
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DPMD-04.2 PENYERASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

TENTANG PEMEKARAN DESA

Angigota DPRD Kabupaten, Biro Hukum pada Sekda Provinsi

DPMD Kabupaten, Bagian DPMD PROVINSI NTT
Hukum
( Pembuatan \ Pembahasan
ranperda dan ranperda
mengatur jadwal khususnya
pembahasan konten ranperda
dengan DPMD
\ Provinsi NTT j l
Berikan Verifikasi tata
rekomendasi — 5 | naskahdan bahasa
kepada biro hukum

hukum
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DPMD-04.3 LOMBA DESA

DPMD Kabupaten,
Juara Lomba Desa
Kabupaten

DPMD PROVINSI NTT

KEMENDAGRI

Panitia HUT RI Tingkat
Nasional

fPengiriman nama\

desa yg menjadi
juara lomba desa
tk kabupaten ke
provinsi utk
mengikuti lomba

k tk provinsi /

Seleksi juara

lomba desa tk
kabupaten

menjadi juara

lomba desa tk

( Seleksi juara \

lomba desa tk
provinsi

menjadi juara

lomba desa tk

provinsi

Pembinaan
terhadap desa
juara tk provinsi
NTT

K nasional

\

[Penerimaan list
para kepala desa
juara lomba
desa yg akan
mengikuti
upacara HUT RI

\ di jakarta /
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DPMD-04.4 PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA

DPMD PROVINSI

DESA DPMD KABUPATEN NTT

KEMENDAGRI

/Pendataan Tk\ Verifikasi data 2 f Persiapan \

Pendataan
aparatur Kabupaten dan aparatur desa kurikulum
pemerintahan . penyampaian s —> pelatihan
desa data aparatur J pengembangan
desa ke Tk kapasitas

Provinsi aparatur desa
Re o2 \_ )

Pelaksanaan
pembinaan dan
pengawasan
terhadap desa
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DINAS PMD

KABUPATEN

KEMENDAGRI

KEMENDES &
PDTT

DINAS PMD
PROVINSI

Pelayanan
Administrasi

Penyediaan
datadan
informasi

Konsolidasi dan
Pembersihan
Data

Penyediaan
data dan
informasi

PETA PROSES BISNIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI NTT TAHUN 2018-2023

“




DPMD-05.1 PERENCANAAN DAN FORMASI PEGAWAI

'BKD  KEMENPAN BKN

'DPMD

Jabatan

ANJAB, ABK, Peta

§ Usulan Fomes ’ [ Vaidasi Usuian sesuai
! sesuai Kebutuhan ‘ |  Perencanaan Fomasi
‘ | Panawai
S S . ‘
: ; A ,
Menyampaikan hasil Fomasi CPNS
penyusunan kebutuhan
{ ASN Provinsi NTT
] kepada Menpan-Rb
i
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DPMD-05.2 PENILAIAN PRESTASI KINERJA

BKD 2 DPMD = SEKDA  GUBERNUR
Informasi/Sosialisasi terkait |
Penilaian Prestasi Kinerja

ke seluruh PNS

Pengisian Target
PPK online/manual

N i ™
Penilaian Kinerja o | Penilaian Kinerja eselon
Pegawai/Staf di OPD an

s
™) ™\
Verifikasi PPK { Penyampaian Hasil
Online / Manual PPK Online/Manual
L )i ka RKN 5
Rekapitulasi PPK |
Online/ Manual
S I
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DPMD-05.3 KENAIKAN PANGKAT / PENSIUN ASN

DPMD  BKD  BRN SEKDA  GUBERNUR PRESIDEN

‘ Usulan Kenaikan
i Pangkat / Pensiun

Menyetujui Usulan
KenaikanPangkat /
Pensiun

e ‘ SK Kenaikan
| Penyusunan Draft SK ; Pangkat/ Pensiun { !
Kenaikan Pangkat / f Gol lla-lid * !
K Pensiun '
"' Penandatanganan SK
Kenaikan Pangkat /
Pensiun IVa-Vb
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DPMD-05.4 DISIPLIN PEGAWAI

|

|

DPMD  BED _
o e

Pemeriksaan
kepada ANS yang

(T ol e ) i ’
Hgkuman Displin | Hukuman Disiplin Berat
Ringan / Sedang | T Bagi Pejabat Eselon li
ST S S R | i

Sanksi Pemecatan
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DPMD-05.5 PEMBANGUNAN / PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN INTERNET

DPMD  DINAS
| ~ KOMINFO

Permohonan ‘ !
i Pembangunan / ‘ i
| Pemeliharaan { j
| Jaringan Internet !
[ Identifikasi Kebutuhan S dentifikasi Z
Perangkat / Jaringan i Kebutuhan Perangkat |
] : / Jaringan i
‘ — |
‘ Pengadaan /Belanja | Distribusi Kuota

| Perangkat { Internet

|
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DPMD-05.6 PENGELOLAAN WEBSITE '

' DPMD ' DINAS KEMENTERIAN KEMENTERIAN BADAN
| KOMINFO KOMINFO PAN RB 'SIBER DAN
| | | SANDI

Identifikasi
Kebutuhan Layanan
Website

|

| Desain Tools

i dan Interface
Website

burtrmminlll & Veifkasi  |——— Veifkasi ~ — | Veifiasi
Doma .
Webste PD D) o v Je

s s e

g f N
Aktivasi " l Persetujuan
. 2 >

! N
Training - Training i
Pengelola } Pengelola )

Input Data/
Informasi !

gl gl
§': Q'S m§g<
| J . J

R . i
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' DINAS 'DPMD

 KOMINFO

|

S R Ty
—
E-Nadi

s R

Input Spesimen Pembuatan Spesimen
tandatangan Pejabat

Struktural

tandatangan
Pejabat Struktural

Pengelolaan Surat
Masuk / Surat
Keluar melalui

Aplikasi E-Nadi

Monitoring / Evaluasi
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DPMD-05.8 PERENCANAAN

' PENYUSUN BANGDA
' RENSTRA
= s
! Perumusan i Dertmusan

|  Tujuan, Sasaran

¥ Strategis,

| Prog@nmn

; Kegiatan

|

| [ Asistensi Renstra ]:_b{ Asistensi Renstra ] i |
‘ | | i i

Finalisasi Rensira Kompilasi Renstra Penyusunan Draft Pengesahan
"|  Perangkat Daerah Pergubtentang Pergub tentang
| Renstra Perangkat Renstra Perangkat
! Daerah Prov. NTT Daerah Prov. NTT
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DPMD-05.9 PENATAUSAHAAN KEUANGAN

'DPMD  BADAN  INSPEKTORAT |
- KEUANGAN DAERAH - GUBERNUR BPK
~ DAERAH |
| Verwikasisep, )
! Penerbitan
SP2D,

Rekonsiliasi ‘

BT ¢ 5N
i Rekonsiliasi
dan
Konsolidasi
Laporan

Ketmanman
i ﬁ J {

Penyusunan
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Penandatanganan

Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Audit atas Laporan
Keuangan
Pemerintah Daerah

Penerbitan LHP atas
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
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'SATGASSPIP DPMD  ASSESSOR
| | SPIP

| SOSIALISASI |
i
} = e % * = i
| PEMBENTUKAN
‘ ASSESSOR SPIP
L Lo -
i -
RISK MANAGEMENT PLAN
P
. ™)
| IMPLEMENTAS|
e
PEMANTAUAN {
DAN {
PENGENDALIAN
i
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DPMD-5.11 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

 PROVINSI NTT PEHBANGUNAR z1
L. . D
‘
[ eemsenTukaNTM
PEMBANGUNANZ [
4 PENYUSUNAN ROAD MAP PEMBANGUNAN Z
~
IMPLEMENTAS!
e J
MONEV/ PENILAIAN
MANDIR!

€ \‘\RFR)‘}\

LGUBERNUR /u{SA,,TENdGARA TIMUR/
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